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Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

dan  
BUPATI KARANGANYAR 

 

MEMUTUSKAN:     
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN  BELANJA  DAERAH  TAHUN ANGGARAN 2025. 
 

Pasal  1 
 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. 

2. Bupati adalah Bupati Karanganyar. 
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan 
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah otonom. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Karanganyar. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah 
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui 
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 
anggaran berkenaan. 

8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah 
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam 

periode tahun anggaran berkenaan. 
9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu 

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 
maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. 

10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. 

11. Retribusi Daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh 
masyarakat kepada Daerah atas pelayanan yang diterima 

secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh. 
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang 

selanjutnya disebut SiLPA adalah pelampauan penerimaan 

PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, 
pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang 
sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan 

belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir 
tahun belum terselesaikan; dan/atau sisa dana akibat tidak 

tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran 
Pembiayaan. 
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13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang 

mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau 
menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga 

Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar 
kembali. 

14. Tahun Anggaran 2025 adalah tahun pelaksanaan anggaran 

kurun waktu tahun 2025. 
 

Pasal  2 

APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah                                                           
Rp2.389.939.114.100,00 (dua triliun tiga ratus delapan puluh 

sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus 
empat belas ribu seratus rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, 
Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai 

berikut: 
a. Pendapatan Daerah Rp  2.358.764.114.100,00 

b. Belanja Daerah  Rp  2.369.939.114.100,00 
                                surplus/(defisit)        (Rp       11.175.000.000,00) 

c. Pembiayaan Daerah 

1) penerimaan  Rp      31.175.000.000,00 
2) pengeluaran  Rp      20.000.000.000,00 

pembiayaan neto Rp      11.175.000.000,00 

sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 0,00. 
 

Pasal 3 
Pendapatan Daerah direncanakan sebesar 
Rp2.358.764.114.100,00 (dua triliun tiga ratus lima puluh 

delapan miliar tujuh ratus enam puluh empat juta seratus empat 
belas ribu seratus rupiah), yang bersumber dari:  

a. pendapatan asli Daerah; 
b. pendapatan transfer; dan 
c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. 

 
Pasal 4 

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam    

Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar                                                       
Rp526.438.255.510,00 (lima ratus dua puluh enam miliar 

empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh 
lima ribu lima ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:  
a. Pajak Daerah;  

b. Retribusi Daerah; 
c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; 

dan 

d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. 
(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp316.668.063.000,00 (tiga ratus 
enam belas miliar enam ratus enam puluh delapan juta enam 
puluh tiga ribu rupiah). 

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)    
huruf b direncanakan sebesar Rp186.144.234.088,00 

(seratus delapan puluh enam miliar seratus empat puluh 
empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh 
delapan rupiah). 

(4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar Rp19.228.683.122,00 (sembilan belas miliar dua 

ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga 
ribu seratus dua puluh dua rupiah). 
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(5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana  

dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar                                
Rp4.397.275.300,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh 

tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah). 
 

Pasal 5 

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf b direncanakan sebesar Rp1.832.325.858.590,00 (satu 
triliun delapan ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus dua 

puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima 
ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:  

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan 
b. pendapatan transfer antar Daerah. 

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 
Rp1.751.121.408.000,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh 

satu miliar seratus dua puluh satu juta empat ratus delapan 
ribu rupiah). 

(3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp81.204.450.590,00 (delapan puluh satu miliar dua ratus 
empat juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan 

puluh rupiah). 
 

Pasal 6 
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan 
sebesar Rp2.369.939.114.100,00 (dua triliun tiga ratus enam 

puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta 
seratus empat belas ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:  

a. belanja operasi; 
b. belanja modal; 
c. belanja tidak terduga; dan 

d. belanja transfer.  
 

Pasal 7 

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar 

Rp1.782.986.247.428,00 (satu triliun tujuh ratus delapan 
puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta 
dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh 

delapan rupiah), yang terdiri atas: 
a. belanja pegawai; 
b. belanja barang dan jasa; 

c. belanja hibah; dan 
d. belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)      
huruf a direncanakan sebesar Rp1.103.964.694.068,00 (satu 
triliun seratus tiga miliar sembilan ratus enam puluh empat 

juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam puluh 
delapan rupiah). 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada        
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar                                                     
Rp582.102.826.860,00 (lima ratus delapan puluh dua miliar 

seratus dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan 
ratus enam puluh rupiah). 

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp91.746.326.500,00 (sembilan puluh 
satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus dua 

puluh enam ribu lima ratus rupiah). 
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(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d direncanakan sebesar Rp5.172.400.000,00 (lima 
miliar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).  

 
Pasal 8 

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam   

Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar                                                      
Rp221.088.768.272,00 (dua ratus dua puluh satu miliar 
delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan 

ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:  
a. belanja modal tanah; 

b. belanja modal peralatan dan mesin; 
c. belanja modal gedung dan bangunan; 
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; 

e. belanja modal aset tetap lainnya; dan 
f. belanja modal aset lainnya. 

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a direncanakan sebesar                                  
Rp2.271.000.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh satu 

juta rupiah). 
(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar                                  

Rp47.419.374.012,00 (empat puluh tujuh miliar empat ratus 
sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua 

belas rupiah). 
(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar               

Rp18.624.670.000,00 (delapan belas miliar enam ratus dua 
puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah). 

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar                   
Rp147.522.273.000,00 (seratus empat puluh tujuh miliar 

lima ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga 
ribu rupiah). 

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar                                        
Rp4.955.176.260,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh 

lima juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus enam 
puluh rupiah).  

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada  

ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp296.275.000,00 
(dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh 
lima ribu rupiah).  

 
Pasal 9 

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima 
belas miliar rupiah). 

 
Pasal 10 

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar                                                     
Rp350.864.098.400,00 (tiga ratus lima puluh miliar delapan 

ratus enam puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu 
empat ratus rupiah), yang terdiri atas:  
a. belanja bagi hasil; dan 

b. belanja bantuan keuangan.  
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(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)     

huruf a direncanakan sebesar Rp21.793.177.000,00 (dua 
puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta 

seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).  
(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar                                                     

Rp329.070.921.400,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar 
tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat 
ratus rupiah).  

 
Pasal 11 

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 
direncanakan sebesar Rp11.175.000.000,00 (sebelas miliar 
seratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:  

a. penerimaan pembiayaan; dan 
b. pengeluaran pembiayaan.  

 
Pasal 12 

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 huruf a terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran 
tahun anggaran sebelumnya direncanakan sebesar                                     
Rp31.175.000.000,00 (tiga puluh satu miliar seratus tujuh puluh 

lima juta rupiah).  
 

Pasal 13 
(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar 

Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), yang terdiri 
atas: 

a. pembentukan dana cadangan; dan 
b. penyertaan modal Daerah 

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1)   huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah). 

(3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada    

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar                                                     
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

 
Pasal 14 

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan 

anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit 
sebesar Rp11.175.000.000,00 (sebelas miliar seratus tujuh 
puluh lima juta rupiah). 

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan   
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan 

direncanakan sebesar Rp11.175.000.000,00 (sebelas miliar 
seratus tujuh puluh lima juta rupiah). 

 

Pasal 15 
(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, 

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang 
belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran 
melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, 

yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan APBD Tahun 
Anggaran 2025, dengan terlebih dahulu melakukan 
perubahan atas Peraturan Bupati mengenai Penjabaran 

APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD 
selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. 
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(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi:  
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial 

dan/atau kejadian luar biasa; 
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; 

dan/atau  

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu 
kegiatan pelayanan publik.  

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 
a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar 

masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam 
tahun anggaran berjalan; 

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang 

bersifat wajib; 
c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali 

Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan 
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau 

d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan 
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah 
Daerah dan/atau masyarakat.  

 
Pasal 16 

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
terdiri dari: 
a. Lampiran I memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi 

menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan; 

b. Lampiran II memuat  ringkasan APBD yang diklasifikasi 
menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi; 

c. Lampiran III memuat rincian APBD menurut urusan 

Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub 
kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan; 

d. Lampiran IV memuat rekapitulasi belanja dan kesesuaian 
menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program 

beserta hasil, kegiatan beserta keluaran dan sub kegiatan 
beserta keluaran; 

e. Lampiran V rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan 

dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi 
dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; 

f. Lampiran VI memuat rekapitulasi belanja untuk pemenuhan 

standar pelayanan minimal; 
g. Lampiran VII memuat sinkronisasi program pada rencana 

pembangunan jangka menengah Daerah dengan rancangan 
APBD; 

h. Lampiran VIII memuat sinkronisasi program, kegiatan dan 

sub kegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah dan 
prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan 

APBD; 
i. Lampiran IX memuat sinkronisasi program prioritas nasional 

dengan program prioritas Daerah; 

j. Lampiran X memuat daftar jumlah pegawai per golongan dan 
per jabatan; 

k. Lampiran XI memuat daftar piutang Daerah; 

l. Lampiran XII memuat daftar penyertaan modal Daerah dan 
investasi Daerah Lainnya; 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

NOMOR 12 TAHUN 2024 

TENTANG 

  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2025 
 

I. UMUM 

APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan dasar bagi Pemerintah 
Daerah Kabupaten Karanganyar dalam melakukan penerimaan pendapatan 
dan pengeluaran Belanja Daerah yang berpedoman kebijakan umum APBD 

serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang didasarkan pada 
rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2025. 

Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang APBD 

Tahun Anggaran 2025 perlu segera ditetapkan. 
Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu disusun Peraturan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2025. 
 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

  Cukup jelas. 
Pasal 2 

  Cukup jelas. 
Pasal 3 

  Cukup jelas. 

Pasal 4 

  Cukup jelas. 

Pasal 5 

  Cukup jelas. 
Pasal 6 

  Cukup jelas. 
Pasal 7 

  Cukup jelas. 
Pasal 8 

  Cukup jelas. 

Pasal 9 

  Cukup jelas. 
Pasal 10 

  Cukup jelas. 
Pasal 11 

  Cukup jelas. 
Pasal 12 

  Cukup jelas. 

Pasal 13 

  Cukup jelas. 

Pasal 14 

  Cukup jelas. 
Pasal 15 

  Cukup jelas. 
Pasal 16 

  Cukup jelas. 
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Pasal 17 

  Cukup jelas. 
Pasal 18 

  Cukup jelas. 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 176 
 

 
 
 

 
 

 



Halaman 1  

 
LAMPIRAN I 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

NOMOR 12 TAHUN 2024 
TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2025 

 

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN 

PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 

 

KODE URAIAN JUMLAH (Rp) 

1 2 3 

4 PENDAPATAN DAERAH 
 

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 526.438.255.510,00 

4.1.01 Pajak Daerah 316.668.063.000,00 

4.1.02 Retribusi Daerah 186.144.234.088,00 

4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 19.228.683.122,00 

4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 4.397.275.300,00 

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.832.325.858.590,00 

4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.751.121.408.000,00 

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 81.204.450.590,00 

 
Jumlah Pendapatan 2.358.764.114.100,00 

5 BELANJA DAERAH 
 

5.1 BELANJA OPERASI 1.782.986.247.428,00 

5.1.01 Belanja Pegawai 1.103.964.694.068,00 

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 582.102.826.860,00 

5.1.05 Belanja Hibah 91.746.326.500,00 

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.172.400.000,00 

5.2 BELANJA MODAL 221.088.768.272,00 

5.2.01 Belanja Modal Tanah 2.271.000.000,00 

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 47.419.374.012,00 

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 18.624.670.000,00 

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 147.522.273.000,00 

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.955.176.260,00 

5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 296.275.000,00 

5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 15.000.000.000,00 

5.3.01 Belanja Tidak Terduga 15.000.000.000,00 

5.4 BELANJA TRANSFER 350.864.098.400,00 

5.4.01 Belanja Bagi Hasil 21.793.177.000,00 

5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 329.070.921.400,00 

 
Jumlah Belanja 2.369.939.114.100,00 

 
Total Surplus/(Defisit) -11.175.000.000,00 

6 PEMBIAYAAN DAERAH 
 



Halaman 2  

KODE URAIAN JUMLAH (Rp) 

1 2 3 

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 31.175.000.000,00 

6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 31.175.000.000,00 

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 20.000.000.000,00 

6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan 10.000.000.000,00 

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 10.000.000.000,00 

 
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 31.175.000.000,00 

 
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 20.000.000.000,00 

 
Pembiayaan Netto 11.175.000.000,00 

6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 

 
 

Pj. BUPATI KARANGANYAR, 
 
ttd. 

 
TIMOTIUS SURYADI 
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